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ABSTRAK 
 
Muhammad Firmansyah, (B11107924), Kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, 
dibimbing oleh Aminuddin Ilmar (selaku Pembimbing I) dan Ariani Arifin 
(selaku Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan di 
Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 
Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan di 
Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang 
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta 
pengkajian data-data yang serupa dokumen-dokumen yang akan 
dianalisis, serta wawancara dari beberapa pihak dan data lainnya yang 
dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang penelitian yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam penulisan skripsi 
ini. 
 
Temuan yang dapat diperoleh bahwa kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan diatur di dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
yang kewenangan tersebut meliputi kewenangan pengawasan, 
pengaturan dan mengenai kesehatan bank. Pengawasan tersebut 
dibangun atas tiga pilar yaitu regulasi, monitoring dan sanksi. 
Kewenangan tersebut berkaitan dengan tugas kerja yang berhubungan 
dengan pengawasan dan pengaturan yang bersifat microprudential. 
Sedangkan, mengenai hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia yaitu 
bahwa peran pengawasan sistem keuangan diberikan sepenuhnya 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sementara regulator moneter diemban 
oleh Bank Indonesia. Hubungan kelembagaan tersebut diatur di dalam 
Bab X Tentang Hubungan Kelembagaan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Berdasarkan tujuan nasional yang tertuang di dalam alinea 
keempat Pembukaan Uud 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu adanya 
pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dari, oleh dan 
untuk rakyat dan serta dilaksanakan di dalam segala aspek kehidupan 
bangsa yang meliputi aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan 
aspek pertahanan dan keamanan. 
Bank Indonesia dalam posisinya sebagai Lembaga Tinggi Negara 
adalah stake holder yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam 
mendukung pembangunan nasional dalam hal perekonomian negara baik 
dalam melayani pemerintahan negara maupun dunia keuangan dan 
perbankan di Indonesia, Posisi Bank Sentral sebagai Lembaga Tinggi 
Negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan 
fungsi regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara, adalah aspek 
penting dalam tercapainya cita-cita stabilitas ekonomi pada sebuah 
negara. Stabilitas ekonomi yang kemudian berujung pada tercapainya 
cita-cita bernegara dalam upaya mendorong terciptanya general welfare 
dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Bank Sentral, 
dalam hal ini Bank Indonesia. Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku 
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Bank Sentral, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank 
yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut 
sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. 
Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada 
jasa keuangan yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas 
Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga 
pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. 
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang 
mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) 
terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa 
keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan 
jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di 
sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga 
jasa keuangan lainnya. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam 
sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan 
dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan 
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pengawasan yang baik dan taat hukum.1 Di indonesia, setelah disahkan 
dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011, yaitu Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, akan terjadi 
transformasi yang menyeluruh dan sistematis di dalam sistem pengaturan 
dan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu pengalihan fungsi 
pengaturan dan pengawasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan 
yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa 
keuangan di Indonesia. Dengan demikian, seluruh kegiatan jasa 
keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, 
lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada di dalam 
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.2 
Banyak yang menilai secara kelembagaan bahwa institusi Otoritas 
Jasa Keuanganmerupakan suatu lembaga superbody. Selain karena 
tugas kewenangannya yang sangat luas, sifat superbody Otoritas Jasa 
Keuangan tercermin pada jumlah lembaga jasa keuangan yang 
diawasinya yaitu sekitar 2.608 lembaga jasa keuangan dan 642 mutual 
funds (reksa dana).3 Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan natinya akan 
mengelola dana yang terbilang besar yaitu sekitar Rp. 7.500 triliun atau 
                                                 
1 Secara teoritis, sasaran pokok dari pengaturan dan pengawasan sektor finansial adalah 
untuk mendorong keamanan dan kesehatan lembaga-lembaga keuangan melalui evaluasi dan 
pemantau yang berkesinambungan termasuk penilaian terhadap manajemen resiko, kondisi 
keuangan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan regulasi. Lihat Sukarela Batunagar, 
Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Buletin 
Hukum Perbankan dan KesentralanVolume 4 Nomor 3, Desember 2006), hal. 2 
2 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
3 Mutual Funds atau reksa dana adalah sarana investasi yang sederhana dimana setiap orang 
dengan tujuan investasi jangka panjang yang sama mengumpulkan dana mereka. 
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setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.4 Hal itu tentu 
bukanlah hal mudah yang dilakukan apalagiuntuk setiap lembaga yang 
masih tergolong baru dan secara empiris bahwa konsep lembaga seperti 
Otoritas Jasa Keuangan masih belum terbukti keberhasilannya di negara-
negara maju sekalipun.5 Sejalan dengan fungsi dan kewenangannya yang 
bersifat superbody tersebut dapat dinilai bahwa Otoritas Jasa Keuangan 
sebagai lembaga pengawas baru yang akan mempunyai tugas dan beban 
strategis kelembagaan yang berat, jelas memiliki sifat independensi yang 
tinggi dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut dimaksudkan 
agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi oleh intervensi 
dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kewenangan dan 
kepentingan antara berbagai faktor yang berinteraksi dalam menjalankan 
kewenangannya tersebut. Hal tersebut haruslah diwujudkan karena 
concern dan tujuan utama pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai 
lembaga atau otoritas pengatur dan pengawas adalah menyangkut 
kepercayaan masyarakat bagi sektor finansial.6 
                                                 
4 Guntur Subagja, Berharap padsa Lembaga “Super”, 
http://www.investor.co.id/home/berharap-pada-lembaga-super/253318, Minggu, 29 November 
2013. 
5 Bank Indonesia, Era Baru Transformasi Bank Sentral, (Jakarta: Media Indonesia Publishing), 
2010, hal. 199. 
6 Peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk 
menciptakan efesiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen serta mekanisme pasar 
yang sehat. Untuk itu, pengaturan dan pengawasan harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
keadilan dan transparansi yang harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu 
aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efesien dan produktif dan menjamin adanya 
perlindungan nasabah dan masyarakat. Lihat Tim Paqnitia Antar Departemen Rancangan 
Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), 2010, hal. 5. 
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Adapun aspek independensi dari kewenangan dalam peraturan 
perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tercantum dengan jelas dan 
tegas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-
prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabitilitas 
dan pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (fairness).7 
Kemudian, secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan berada di luar 
pemerintahan atau dapat dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keaungan tidak 
menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan.8 Dalam Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
juga menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga 
yang independen dalam ,menjalankan tugas dan wewenangnya dan 
bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali 
untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Dalam kenyataannya, walaupun telah dinyatakan secara tegas di 
dalam peraturan perundang-undangan, independensi Otoritas Jasa 
Keuangan sendiri masih diragukan dan diperdebatkan. Isu utama 
mengenai Otoritas Jasa Keuangan sendiri tersebut terkait mengenai 
pimpinan atau Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan baik dari segi 
komposisi maupun proses pemilihannya. Dari segi proses pemilihannya, 
                                                 
7 Penjelasan Umum Paragraf 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. 
8 Penjelasan Umum Paragraf 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. 
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seleksi tersebut dilakukan oleh panitia seleksi yang berasal antara lain 
dari unsur pemerintahan maupun dari unsur Bank Indonesia9, sehingga 
menimbulkan kekhawatiran bahwa anggota Dewan Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan yang terpilih merupakan hasil dari negosiasi politik yang 
akan membawa kepentingan tertentu. Selain itu, terkait dengan komposis 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terdapat adanya unsur ex-
officio10 yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan 
dalam susunan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan11, sehingga 
hal ini tentu mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan tidak terbebas 
sepenuhnya dari pengaruh maupun intervensi dari lembaga lain, 
khususnya dalam hal ini Bank Indonesia maupun pemerintahan12. 
Dalam pengkajian mengenai diskursus wacana kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan 
(supervisory board) yang dimana kewenangannya dijelaskan tersebut di 
atas tidaklah terbatas dalam hal perbankan saja tetapi juga dalam hal 
sektor jasa keuangan lainnya. Berdasarkan hal ini, maka penulis 
                                                 
9 Panitia Seleksi dibentuk dengan Keputusan Presiden, beranggotakan 9 (sembilan) orang yang 
terdiri dari unsur pemerintahan, Bank Indonesia, dan masyarakat. Lihat Pasal 11 ayat (2) dan ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
10 Ex-Officio adalah jebatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan 
kewenangannya pada lembaga lain (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan). 
11 Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh 
Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 (sembilan) yang terdiri atas 7 (tujuh) anggota yang dipilih 
oleh DPR dengan berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden dan 2 (dua) anggota 
ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan 
Pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan. Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
12 Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, dijelaskan bahwa keberadaan ex-officio dimaksudkan dalam rangka koordinasi, 
kerjasama dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan. 
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bermaksud untuk meneliti mengenai lembaga Otoritas Jasa Keuangan 
dalam hal independensi dan kewenangan yang ada pada lembaga 
Otoritas Jasa Keuangan tersebut dan juga dalam hal mengenai 
hubungannya dengan lembaga negara lain yang juga berhubungan 
dengan lembaga perbankan ataupun dalam jasa keuangan lainnya. Maka 
dalam hal ini, penulis memilih judul “Kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia? 
2. Bagaimanakah Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 
Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 
menurut penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan di 
Indonesia.  
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan lembaga Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai lembaga 
pengawas perbankan di Indonesia. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang 
dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjtnya mengenai lembaga 
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan di 
Indonesia. 
2. Sebagai referensi dalam wacana mengenai lembaga Otoritas Jasa 
Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. 
3. Sebagai suatu persembahan pengetahuan bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan khususnya disiplin Ilmu Hukum Tata Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Lembaga Negara 
1. Pengertian Lembaga Negara 
Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki 
istilah tunggal atau seragam. Di dalam dunia kepustakaan Inggris, untuk 
menyebut lembaga negara digunakan istilah political instruction13, 
sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat 
organen14. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga 
negara atau organ Negara.15 
Konsepsi tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa 
disebut staatsorgaan.16Dalam bahasa Indonesia hal ini identik dengan 
lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. 
Menurut Jimly Asshidiqie, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula 
atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) 
acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan 
penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku 
yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.17 
                                                 
13 Firmansyah Arifin (dkk), 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga 
Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm. 88. 
14Ibid, hlm. 88. 
15Ibid, hlm. 88. 
16 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 31. 
17Ibid, hlm. 31. 
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Dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, kata staatsorgaan itu 
diterjemahkan sebagai alat perlengkapan Negara.18 Dalam Kamus Hukum 
Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata orgaan 
juga diartiken sebagai perlengkapan.19 Karena itu, istilah lembaga negara, 
organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali 
dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, 
penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten 
menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ 
Negara.20 Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia 
Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat 
perlengkapan Negara.21 Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan 
keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa 
reformasi dengan tidak konsisten menggunakan  peristilahan lembaga 
negara, organ negara, dan badan negara.22 
Sudah menjadi sebuah kebenaran bahwa istilah-istilah organ, 
lembaga, badan, dan alat perlengkapan itu seringkali dianggap identik dan 
karena itu sering saling dipertukarkan.Akan tetapi, satu sama lain 
sebenarnya memang perlu dibedakan, sehingga tidak membingungkan. 
Untuk memahaminyasecara tepat, tidak ada kata lain kecuali mengetahui 
persis apa yang dimaksud dan apa kewenangan dan fungsi yang dikaitkan 
                                                 
18 Marjanne Termorshuizen, 2002, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Djambatan, Jakarta, 
hlm. 390. 
19 H.A.S Natabaya, 2004, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah 
Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 61-62. 
20Ibid, hlm. 61-62. 
21 Jimly Asshiddiqie,Loc.cit. 
22Ibid, hlm. 31. 
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dengan organisasi atau badan yang bersangkutan. Misalnya, dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat ada Badan Kehormatan, tetapi di dalam 
Mahkamah Agung dan  Mahkamah Konstitusi dapat dibentuk Dewan 
Kehormatan. Di dalam lembaga seperti Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 
misalnya Radio Republik Indonesia (RRI) ada Dewan Pengawas. Artinya, 
yang mana yang lebih luas dan yang mana yang lebih sempit dari istilah-
istilah dewan, badan, dan lembaga, sangat tergantung konteks pengertian 
yang dimaksud di dalamnya. Jadi,sangat penting untuk membedakan 
apakah lembaga atau badan itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh 
dan untuk negara atau oleh dan untuk masyarakat. 
Menurut Hans Kelsen mengenai the concept of the state Organ 
dalam bukunya General Theory of Law and State,23 menyatakanbahwa  
“Whoever fulfills a function determined by the legal order is an 
organ”.  
 
Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh 
suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ24.Artinya, organ negara 
itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk 
organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat 
pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan 
norma(normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm 
                                                 
23 Jimly Asshiddiqie, Makalah: “Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 
1945”, LEMHAMNAS, Jakarta, 15 November, 2010, hlm. 11. 
24Ibid.,hlm. 11 
xxvi 
 
applying). “These functions, be they of a norm creating or of norm applying 
character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction”.25 
Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan Undang-undang dan 
yang warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum 
sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas.26 Demikian pula 
hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang 
menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan,juga 
merupakan organ Negara.27Singkat kata, dalam pengertian yang luas ini, 
organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau 
jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut 
sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public office) dan pejabat 
publik atau pejabat umum (public officials).28 
Di samping pengertian yang luas itu, Hans Kelsen juga 
menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, 
yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara 
hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu 
(…he personally has a specipic legal position)29. Suatu transaksi hukum 
perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan 
                                                 
25Ibid.,hlm. 11. 
26Ibid.,hlm. 11. 
27Ibid.,hlm. 11. 
28Ibid.,hlm. 11. Pejabat yang biasa dikenal sebagai pejabat umum misalnya adalah notaris dan 
pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Seringkali orang beranggapan seakan-akan hanya notaris 
dan PPAT yang merupakan pejabat umum. Padahal, semua pejabat publik adalah pejabat umum. 
Karena yang dimaksud dalam kata jabatan umum itu tidak lain adalah ‘jabatan publik’ (publik 
office), bukan dalam arti general office. 
29Ibid.,hlm. 11. 
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yang menciptakan hukum yang seperti halnya suatu putusan 
pengadilan.30 
Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga 
pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga 
negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi 
kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan 
kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya 
tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan 
perUndang-undangan yang berlaku.31 
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan 
organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-
undangmerupakan organ Undang-undang, sementara yang hanya 
dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan 
dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. 
Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi 
kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah maka hal tersebut tentu akan 
lebih rendah lagi tingkatannya.32 
 
2. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 
                                                 
30Ibid., hlm. 11. 
31 Jimly Asshiddiqie, Op.cit.,hlm. 12 
32Ibid.,hlm. 12 
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Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua 
unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan functie.33 Organ adalah 
bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah 
status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah 
gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukannya34.  
Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara 
eksplisit namanya, dan ada pula disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada 
pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun 
fungsi atau kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih 
rendah.35 
Kejelasan tentang organ mana yang disebut sebagai lembaga 
negara menurut UUD 1945 sebelum perubahan, baru dapat terlihat secara 
tegas dalam Ketetapan MPRS, Nomor XX/MPRS/1966, Nomor 
XIV/MPRS/1966, Nomor X/MPRS/1969, dan Nomor III/MPR/1978. Dari 
Ketetapan MPRS dan MPR tersebut kita dapat melihat adanya kualifikasi 
lembaga negara yang berbeda yaitu Lembaga Tertinggi Negara yang 
disebut MPR dan Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPA, DPR, 
BPK, dan Mahkamah Agung, MPR dalam UUD 1945 sebelum perubahan 
adalah penjelmaan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan 
dalam realitasnya MPR merupakan pemegang kekuasaan negara yang 
                                                 
33Ibid.,hlm. 12 
34Ibid.,hlm. 12. 
35Ibid.,hlm. 12 
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tertinggi. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kita tidak juga 
menemukan kejelasan defenisi lembaga negara. Kalau dilakukan 
inventarisasi di dalam UUD 1945 setelah perubahan, kita memang 
menemukan lembaga-lembaga negara yang disebut, baik yang secara 
tegas dibentuk dan menerima kewenangan dari UUD 1945, atau yang 
hanya disebut adanya satu lembaga untuk fungsi tertentu, yang kemudian 
nama dan wewenangnya diatur di dalam undang-undang mengenai 
lembaga negara tersebut. 
Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat 
dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 
organ yang disebutkan keberadaannya dalam UUD 1945, yaitu: 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III 
UUD 1945 yang diberi judul “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat”. Bab III ini berisi 2 Pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri 
atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas 3 ayat; 
2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, 
dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai 
kekuasaan pemerintahan negara yang berisi 17 Pasal; 
3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 
4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, “dalam 
melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang 
wakil Presiden”; 
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4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam 
Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); 
5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumvirat 36yang 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-
sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan 
sebagai pelaksana tugas keprisidenan apabila terdapat 
kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan 
Presiden dan wakil Presiden; 
6) Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat bersama-sama 
dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945; 
7) Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar 
Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri 
triumvirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu 
disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik 
atau sengketa kewenangan konstitusional diantara sesama 
mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau 
lembaga negara lainnya; 
8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 
Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang 
berbunyi, “Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan 
yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan 
                                                 
36Triumvirat adalah pemerintah atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang atau lembaga 
sebagai suatu kesatuan. 
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kepada Presiden, dan selanjutnya diatur dalam Undang-
undang”; 
9) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2); 
10) Konsul yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1); 
11) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD 1945; 
12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang 
diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 
14) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 
15) Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten seperti yang 
diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
17) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945; 
18) Walikota Kepala Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud 
oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 
19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur 
oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945; 
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20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau 
istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, 
diatur dengan Undang-undang. 
21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII 
UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai Pasal 22B; 
22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA 
yang terdiri atas Pasal 22C dan 22D; 
23) Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) yang diatur dalam 
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; 
24) Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D; 
25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri 
dalam Bab VIIIA dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, 
dan terdiri atas tiga Pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F 
(2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat); 
26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam 
Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945; 
27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya 
dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945; 
28) Komisi Yudisial (KY) yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 
24B UUD 195; 
29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 
1945, yaitu dalam Bab XII tentang pertahanan dan keamanan 
negara, pada Pasal 30 UUD 1945; 
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30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 
31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 
32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945; 
33) Kepolisisan Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga 
diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945; 
34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman 
seperti Kejaksaan diatur dalam Undang-undang sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi,  
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang. 
 
Berdasarkansifat dari lembaga tersebut diatas, ada yang bersifat 
lembaga-lembaga negara yang utama (primary state organs)dan ada pula 
yang bersifat lembaga-lembaga penunjang atau sekunder (auxiliary state 
organs).37 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan 
jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang 
legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, 
DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung 
(MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) 
sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (primary state organs), 
yang penjelasannya adalah sebagai berikut: 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
                                                 
37 Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 179. 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga legislatif 
yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR 
merupakan lembaga tertinggi negara dimana MPR bersidang sedikitnya 
sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 
Seperti dinyatakan terdahulu, para pendiri negara (the founding 
fathers) menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang 
membawahi beberapa lembaga tinggi negara, tetapi setelah amandemen, 
MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan 
pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Penghapusan lembaga tertinggi 
negara adalah upaya logis untuk keluar dari perangkap desain 
ketatanegaraan yang rancu dalam menciptakan mekanisme check and 
balances di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat lihat dari hasil 
amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dari “kedaulatan ada di tangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”menjadi “kedaulatan berada 
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. 
Menurut Saldi Isra, perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) 
berimplikasi pada 2 (dua) hal : Pertama, reposisi peran MPR dari lembaga 
tertinggi negara (supreme body) menjadi gabungan antara DPR dan 
DPD”; Kedua, kewenangan MPR dari menetapkan GBHN dan memilih 
Presiden dan wakil Presiden menjadi mengubah dan menetapkan UUD, 
melantik Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya 
menurut UUD, dan jika Presiden dan wakil Presiden mangkat, berhenti, 
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diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan, MPR memilih Presiden dan wakil Presiden 
dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon wakil 
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.38 
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi 
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga 
perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta 
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 
Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia 
mengenal Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga 
negara tertinggi. Di bawahnya terdapat lima lembaga negara yang 
berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara termasuk DPR. DPR 
merupakan lembaga negara yang memiliki posisi yang kuat dalam 
ketatanegaraan Indonesia dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-
tindakan Presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa Presiden 
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh 
MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan 
sidang istimewa guna meminta perteanggung jawaban Presiden. 
                                                 
38 Saldi Isra, “Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi 
DPR”, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2004, hlm. 127. 
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Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi 
yang sebelumnya berada di tangan Presiden, maka setelah amandemen 
UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Hal ini dapat kita lihat dari 
perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi 
bahwa : 
“Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang 
dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan 
rancangan Undang-undang kepada DPR”.  
 
Akibat dari perubahan itu adalahmenghilangnya dominasi Presiden 
dalam proses pembentukan Undang-undang. 
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) adalah lembagatinggi 
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya 
merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan 
umum. Reformasi pada lembaga legislatif di antaranya adalah perubahan 
sistem unicameral39(yang telah menempatkan kedudukan MPR sebagai 
lembaga tertinggi atau supremasi MPR) menuju sistem bicameral40dengan 
mengadakan perubahan komposisi MPR, dimana keanggotaan MPR 
terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih 
melalui pemilihan umum. 
Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (senate atau 
upperhause) dimaksudkan agar mekanisme check and balances dapat 
                                                 
39Unicameral adalah parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar kerja. Sumber: 
(http://ahluddin-saiful.blogspot.com/2011/10/tipe-parlemen-indonesia.html). 
40Bicameral adalah parlemen yang terdiri dari dua kamar kerj. Sumber: (http://ahluddin-
saiful.blogspot.com/2011/10/tipe-parlemen-indonesia.html). 
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berjalan relative seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di 
pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Sarbakti, beberapa 
pertimbangan Indonesia membentuk DPD: Pertama, ditribusi penduduk 
Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar 
terkonsentrasi di Pulau Jawa; Kedua, sejarah Indonesia menunjukkan 
anspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang 
sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah 
istimewa dan daerah khusus.41 
4) Lembaga KePresidenan 
Lembaga kePresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan 
yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua 
jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.Kekuasaan pemerintahan 
negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam BAB III UUD 1945 yang 
memang diberi judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. BAB III UUD 1945 
ini berisi 17 Pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan 
lembaga kePresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimiliki dalam 
memegang kekuasaan pemerintah. 
Presidenadalah kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahanIndonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol 
resmi negara Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu 
oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang 
kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-
                                                 
41 Titik Triwulan Tutik, Op.cit.,hlm. 196. 
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hari. Presiden dan wakil Presiden menjabat selama 5 (lima) tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu 
kali masa jabatan. 
Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi yang tidak 
dapat dipisahkan. Oleh karena itu, lazimnya, keduanya dipilih dalam satu 
paket pemilihan. Keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan 
karena alasan politik. Sebab, jika karena alasan politik, maka kedua-
duanya harus berhenti secara bersama-sama. Akan tetapi, jika ada alasan 
yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku 
dalam hukum, perteanggung jawaban pidana pada hakekatnya bersifat 
individual (individual responsibility). Siapa saja diantara keduanya yang 
bersalah secara hukum, atas dasar itu ia dapat diberhentikan sesuai 
peraturan perUndang-undangan. 
Menjadi peran penting seorang Wakil Presiden dalam 
hubungannya dengan Presiden, pertama-tama adalah sebagai pengganti 
(reserved power). Sebagai pengganti Presiden, Wakil Presiden dapat 
bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat juga bertindak untuk 
masa seterusnya sampai masa jabatan Presiden habis. Peran kedua, 
Wakil Presiden adalah sebagai wakil yang mewakili Presiden dalam 
melaksanakan tugas-tugas kePresidenan, dalam hal-hal tertentu 
kepadanya didelegasikan oleh Presiden. Ketiga, Wakil Presiden juga 
dapat bertindak membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan 
kewajiban Presiden. Kualitas bantuan WakilPresiden itu jelas berbeda 
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tingkatannya dengan bantuan yang diberikan oleh para Menteri, yang juga 
biasa disebut sebagai pembantu Presiden.42 
5) Mahkamah Agung (MA) 
Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di 
Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang 
menyebutkan bahwa,  
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
 
Kemudian terkait dengan fungsi serta susunan dan kedudukan 
kelembagaan dan hakim agung diatur dalam ketentuan Pasal 24A yang 
menyebutkan: 
a) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perUndang-undangan di bawah Undang-
undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 
b) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang 
hukum. 
c) Calon Hakim Agung akan diusulkan Komisi Yudisial kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. 
                                                 
42 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 172. 
xl 
 
d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh 
hakim agung. 
e) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 
dengan Undang-undang. 
6) Mahkamah Konstitusi (MK) 
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam cabang 
kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkanbahwa : 
 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
 
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 diatur tentang 
kewenangan dan kewajiban serta mekanisme dalam pengisian hakim MK 
menyebutkan: 
a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. 
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b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-undang 
Dasar. 
c) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota 
hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dan diajukan 
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 
d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan 
oleh hakim konstitusi. 
e) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 
f) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum 
acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi 
diatur dalam Undang-undang. 
7) Komisi Yudisial (KY) 
Keberadaan Komisi Yudisial merupakan organ/ lembaga negara 
yang berada di dalam lingkup kekuasaan yudikatif, diatur dalam Pasal 24B 
ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: 
1) Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
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2) Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
perngalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela. 
3) Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial 
diatur dengan Undang-undang. 
 
8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
BPK merupakan organ atau lembaga negara yang menjalankan 
kekuasaan eksaminatif. Badan ini diatur di dalam ketentuan Pasal 23E, 
Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945, yang secara intinya menjelaskan 
bahwa: 
a) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. 
b) Berwenang mengawasi, dan memeriksa pengelolahan 
keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta 
menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD, 
dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 
c) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di 
setiap provensi. 
d) Memiliki Integrasi dan kepribadian tidak tercela sebagai 
instansi pengawas internal depertemen yang bersangkutan 
ke dalam BPK. 
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Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan 
kedalam tiga lapis yaitu:43 
1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, 
dimana nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk 
berdasarkan UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organ-
organ konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai 
lembaga tinggi negara yaitu: 
a. Presiden dan Wakil Presiden,  
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),  
e. Mahkamah Konstitusi (MK),  
f. Mahkamah Agung (MA), 
g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, di 
mana dalam lapis kedua ini, ada lembaga yang sumber 
kewenangannya dari Undang-undang dan sumber 
kewenangannya bersumber dari regulator atau pembentuk 
peraturan di bawah Undang-undang. Kelompok pertama yaitu 
organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD 
misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara 
Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan 
                                                 
43 Jmly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Op.cit., hlm, 105. 
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Umum, Bank Sentral; Kelompok kedua, organ istitusi yang 
sumber kewenangannya adalah Undang-undang, misalnya 
seperti Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komii Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok 
yang ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori 
lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari 
regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-undang, 
misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman 
Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. 
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah, yakni 
merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang dimana 
ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945, yaitu: Pemerintahan 
Daerah Provinsi; Gubernur, DPRD Provinsi; Pemerintah Daerah 
Kota; Walikota, DPRD Kota; Pemerintah Daerah Kabupaten; 
Bupati, DPRD Kabupaten. Di samping itu, di dalam UUD 1945 
disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintah daerah yang 
bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati 
keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga eksistensinya 
sangat kuat secara konstitusional. 
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B. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan 
Pemahaman mengenai doktrin pemisahan kekuasaan 
(separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of 
power) dianggap berasal dari pemikiran Montesquieu dengan trias 
politica. Tetapi sebenarnya, konsep awal mengenai hal itu dapat 
ditelusuri kembali dalam tulisan John Locke, second creaties of civil 
government pada tahun1690 yang berpendapat bahwa kekuasaan 
untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh 
mereka yang menerapkannya.44 Oleh Montesquieu, yang menulis 
berdasarkan hasil penelitiannya terhadap sistem konstitusi Inggris, 
pemikiran John Locke itu diteruskannya dengan mengembangkan 
konsep trias politica yang membagi kekuasaan dalam tiga cabang 
kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pandangan 
Montesquieu inilah kemudian dijadikan rujukan doktrin separation of 
pawer di zaman sesudahnya.45 
Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Esprit des Lois” 
(1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan 
negara dalam tiga cabang, yaitu : 
(i). Kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-undang;  
(ii). Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan 
(iii). Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif 
                                                 
44 Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 285. 
45Ibid.,hlm. 285. 
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Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan 
negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), 
eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the 
judicial function).46 
Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan 
terjemahan dari perkataan separation of power berdasarkan teori trias 
politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, 
harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ 
yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. 
Dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan 
kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan 
kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertical.47Dalam konteks vertikal, 
pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk 
membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan 
pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan 
federal dan negara bagian dalam negara federal, atau antara pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan. 
Perspektif vertikal versus Horizontal ini juga dapat dipakai untuk 
membedakan antara konsep pembagian kekuasaan (division of power) 
yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu bahwa 
kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan 
                                                 
46 O. Hood Phillips (et.al),2001, Konstitutional and Administrative Law, Sweet & Maxwell, 
London, p. 10-11. 
47 Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan 
Kepanitiraan MK RI, Jakarta, hlm. 20. 
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manifestasikan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga 
tertinggi negara. Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan 
itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (division of power) 
dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan setelah 
perubahan keempat UUD 1945, sistem yang dianut oleh UUD 1945 
adalah sistem pemisahan kekuasaan (separation of power).48 
Hal ini terlihat dalam beberapa bukti yaitu: Pertama, kekuasaan 
dalam membentuk Undang-undang yang sebelumnya berada di tangan 
Presiden menjadi beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat; Kedua, 
diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas Undang-undang 
sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya 
tidak dikenal mekanisme semacam itu karena ada pada pokok Undang-
undang tidak dapat diganggu gugat dimana hakim hanya dapat dianggap 
menerapkan Undang-undang dan tidak boleh menilai Undang-undang; 
Ketiga, diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak 
hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara 
langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. 
Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih langsung oleh rakyat 
dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip 
kedaulatan rakyat; Keempat, dengan demikian, MPR juga tidak lagi 
berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan 
lembaga tinggi negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga 
                                                 
48Ibid.,hlm. 20. 
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tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA; Kelima, 
hubungan-hubungan antar lembaga tinggi negara itu bersifat saling 
mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. 
Dari bukti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak 
dapat lagi dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang 
bersifat vertikal, tetapi tidak juga menganut doktrin trias politica dari 
Montesquieu yang dimana adanya memisahkan cabang-cabang 
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak dan tanpa 
melihat adanya hubungan-hubungan yang dapat saling mengendalikan 
antara kekuasaan-kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, bahwa sistem 
yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat UUD 1945 adalah 
sistem pemisahan kekuasaan yang didasari oleh prinsip check and 
balances.  
 
C. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 
1. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum 
Amandemen 
Bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut sistem 
pemerintahan Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan 
penanggung jawab atas jalannya pemerintahan negara (eksekutif) adalah 
Presiden, sedangkan para menteri hanyalah pembantu Presiden, dalam 
artian Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan, hal ini tertuang dengan tegas di dalam: 
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1) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut 
Undang-undang Dasardan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dalam 
menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden. 
2) Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu 
oleh menteri-menteri negara”, sedangkan ayat (2) berbunyi 
“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 
Hal ini memperkuat penjelasan bahwa Presiden dalam UUD 
1945 memiliki kewenangan di dalam mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri negara, dengan kata lain 
bahwa menteri-menteri negara tersebut tidak bertanggung 
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat melainkan kepada 
Presiden sebagai pembantu Presiden. 
3) Penjelasan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara UUD 
1945 yang menyatakan bahwa Presiden ialah kepala 
kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan 
Undang-undang, Dia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan 
peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)49.  
Dilihat dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 
1945 menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan 
mengangkat Presiden dan secara otomatis maka perteanggung jawaban 
                                                 
49 Penjelasan atas Pasal 4 dan Pasal 5 ayat ayat (2). Lihat UUD 1945 Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 
(2).  
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Presiden adalah kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dan 
memilih Presiden. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) menyatakan 
bahwa Presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan legislatif, 
dengan kata lain bahwa Presiden sendiri berhak menciptakan hukum 
untuk mengatur perteanggung jawaban kepada MPR atas dasar Pasal-
Pasal yang bersangkutan, dan Presiden bekerja sama dengan DPR dalam 
menjalankan proses legislasi. Presiden dapat menolah RUU hasil inisiatif 
dari DPR, maka artinya bahwa kekuasaan legislatif dalam pembentukan 
Undang-undang bukan berada di tangan DPR melainkan berada di tangan 
Presiden. Kekuasaan Presiden itupun ditambah dengan Undang-
undangNomor 10 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, yang 
menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat 
danm memberhentikan anggota-anggota Mahkamah Agung, sehingga itu 
menyatakan bahwa Presiden juga memiliki kekuasaan secara yudikatif. 
Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan 
bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar (executive 
heavy)karena disamping memiliki kekuasaan eksekutif, juga memiliki 
kekuasaan dalam legislatif dan yudikatif sehingga mengakibatkan tidak 
adanya pemisahan kekuasaan yang diatur secara tegas dalam UUD 1945. 
 
2. Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945 Setelah Amandemen 
 
li 
 
Terjadinya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 atas nama 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan demokratisasi yang kita kenal 
dengan Reformasi, kemudian dimanifestasikan dengan perubahan UUD 
1945 melalui Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali menyebabkan 
struktur ketatanegaraan Indonesia berubah secara drastis. Khusus untuk 
sistem pemerintahan tersebut merupakan perbincangan hangat dalam 
kalangan pengamendemen UUD 1945. Hal tersebutdisebabkan ada 
kalangan yang menginginkan untuk mempertahankan sistem 
pemerintahan dan ada juga yang menginginkan sistem pemerintahan 
tersebut diubah dan dipertegas kedudukan dan fungsinya.  
Perubahan atas terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 dapat 
dilihat dengan tidak bertanggungjawabnyaPresiden kepada MPR, secara 
tidak langsung bahwa MPR bukan lagi sebagai mandataris MPR. Ini dapat 
dilihat dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah Amandemen, yang 
menjelaskan secara eksplisit “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam 
satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Akibat dari konsekuensi 
dimana Presiden dan Wakil Presiden secara kedudukan itu dipilih 
langsung oleh rakyat, maka menyebabkan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan bukan 
lagi kepada MPR. Dan ini juga merupakan ciri umum dari sistem 
pemerintahan Presidensial. 
Kemudian MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara 
dan kedaulatan bukan lagi berada di tangan MPR tetapi secara langsung 
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berada di tangan rakyat. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 
1945 setelah amandemen bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar.”  
Tetapi walaupun demikian bahwa, sistem pemerintahan Indonesia 
sebenarnya belum mencirikan sistem Presidensial pada umumnya. Ini 
disebabkan karena masih adanya beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang 
sampai sekarang belum mengalami perubahan secara signifikan dalam 
mengatur kedudukan lembaga negara. Hal tersebut dapat kita lihat dalam 
Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa : 
“setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” 
Kemudian pada Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa 
“Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. 
 
Pasal ini sebenarnya menandakan tidak tegasnya pemisahan 
kekuasaan (separation of power) yang dianut di Indonesia. Sedangkan 
salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah tegasnya konsep 
pemisahan kekuasaan (separation of power) antara lembaga-lembaga 
negara baik secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal tersebut juga 
menjelaskan bahwa antara Presiden dan DPR dituntut bekerjasama dan 
saling terkait dalam hal pembuatan regulasi. 
 
D. Teori Kewenangan 
Penerapan asas negara hukum oleh pejabat admninstrasi terkait 
dengan penggunaan wewenang kekuasaan. Kewenangan pemerintahan 
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ini dalam hal negara hukum yang menerapkan asas legalitas dalam 
konstitusinya, sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945, mengandung arti bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Undang dan memberikan 
jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. 
Asas legalitas menjadi dasar tindakan pemerintahan. Dengan kata 
lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 
memiliki legitimasi , yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-
Undang. Kewenangan (authority, gezag) itu sendiri adalah kekuasaan 
yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap 
bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif 
maupun dari pemerintah. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat 
membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya 
keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan wewenang 
mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 
publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan 
oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan 
hukum.50 
Pengertian kewenangan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan dalam 
melakukan sesuatu. Hasan Shadhily menerjemahkan wewenang 
(authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau 
                                                 
50 S.F. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Ibndonesia, 
Liberty , Yogyakarta, hal. 154 
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bertindak untuk mempengaruhi tindankan orang lain, agar sesuatu 
dilakukan sesuai yang diinginkan.51 Lebih lanjut Hasan Shadily 
memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian 
tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”. Delegation of 
authority adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pemimpin 
(manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya 
tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu.52 
I Dewa Gede Atmadja dalam penafsiran konstitusi, menguraikan 
sebagai berikut; 
“menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara 
wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif 
ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif 
sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit.”53 
Indraharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara 
atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi 
yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan di 
dalam peraturan perundang-undangan. Jadi disini dilahirkan atau 
diciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru. Pada delegasi 
adalah terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan 
atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang 
                                                 
51 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hal. 1170 
52 Ibid, hal. 172. 
53 I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi 
Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam 
bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hiukum Universitas Udayana 10 April 1996, hal. 2. 
lv 
 
pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha 
Negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu 
atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian 
wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan 
Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.54 
Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa, setiap tindakan 
pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 
Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan 
mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian 
kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan 
delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.55 
 
E. Otoritas Jasa Keuangan 
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dicanangkan melalui Pasal 
34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
Namun Otoritas Jasa Keuangan belum dibentuk pada waktu itu walaupun 
telah diamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebelum akhir 
tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 
menjelaskan bahhwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk selambat-
lambatnya 31 Desember 2010. Untuk mengakhiri permasalahan politik 
                                                 
54 Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, iPustaka Harapan, Jakarta, hal.90. 
55 Philipus. M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan 
Pemerintahan Bersih, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 7. 
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dan kepentingan antara beberapa pihak yang mendukung dan menentang 
pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya pada tanggal 22 
November 2011, Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 
telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka lahirlah suatu 
lembaga supervisi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen 
dalam menjalanan tugas dan kedudukannya yang berada di luar 
pemerintahan dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya 
adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan 
Undang-Undang tentang Bank oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah mengajukan 
rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan 
independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang ini di 
samping memberikan independensi, tetapi juga mengeluarkan fungsi 
pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi 
pengawasan dari Bank Sentral itu datang dari Helmut Schlesinger, 
mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu 
penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia 
(kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
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Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral 
Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industri 
perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu Bundesaufiscuhtsamt 
fur da Kreditwesen. Pada waktu Rancangan Undang-Undang diajukan, 
muncul penolakan yang kuat oleh kalangan DPR dan Bank Indonesia. 
Sebagai kompromi, maka disepakati bahwa lembaga yang akan 
menggantikan Bank Indonesia di dalam mengawasi bank tersebut yang 
juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan 
tersebut adalah memangkas kewenangan Bank Sentral. Sayangnya, 
kompromi tersebut juga menetapkan bahwa kewenangan mengatur 
industri perbankan bank tetap berada pada Bank Indonesia. 
Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan antara lain adalah 
makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan dan globalisasi 
industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana 
pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah 
beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal 
dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat 
pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, diman sejumlah bank 
di Indonesia pada saat itu dilikuidasi.
56
 
                                                 
56 Likuidasi Bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat 
pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tata cara likuidasi bank yang 
dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia 
Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 Tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, 
Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, dimana pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim 
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Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di dalam bagian Penjelasan Umum 
disebutkan bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan 
agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam 
menangani masalah keuangan yang trimbul di dalam sistem keuangan 
sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. 
Pengaturan dan pengawasan terhadap kerseluruhan kegiatan keuangan 
tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Hal ini juga sebagai akibat 
globalisasi di dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di dalam 
bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial yang telah 
menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling 
terkait antara sub sektor keuangan, baik di dalam hal produk dan 
kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang 
memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sub sektor keuangan telah 
menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa 
keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas 
sektoral di sektor jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem 
keuangan yang meliputi tindakan moral hazar57. Belum optimalnya 
perlindungan jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem 
                                                                                                                                     
Likuidasi dan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pengawasan likuidasi oleh Tim 
Likuidasi tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang LPS, maka Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 
dinyatakan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabut izinnya setelah berlakunya Undang-
Undang LPS. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya 
setelah Oktober. Sumber: http://www.bankirnews.com (Diakses tanggal 8 Oktober 2013) 
57 Moral hazar adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter 
manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan resiko rata-rata. 
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keuangan, semakin mendorong diperlukannyapembentukan lembaga 
pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. 
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METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian 
pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Bank Indonesia di 
Jakarta. Alasan memilih lokasi penelitian di Kantor Otoritas Jasa 
Keuangan dan Kantor Bank Indonesia di Jakarta karena sumber data 
yang berkaitan dengan judul diatas hanya didapatkan pada Kantor 
Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Bank Indonesia di Jakarta. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier 
yaitu sebagai berikut : 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan 
Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya 
dengan bahan hukum primer yang berfungsi untuk menganalisa, 
memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yaitu antara lain 
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teori para sarjana, buku, penulusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, 
surat kabar dan makalah. 
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan 
sekunder yaitu salah satunya adalah Kamus. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi 
yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, 
artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi 
yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
3. Penelitian lapangan (Field Research). 
 
D. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu 
mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang 
diperoleh data yang diteliti atau yang dipelajari sebagai objek 
penelitian yang utuh. Dalam penelitian ini, apa yang telah ditentukan di 
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dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih 
mendalam khususnya mengenai aspek hukum dari lembaga Otoritas 
Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan 
pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. 
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lxiii 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga 
Pengawas Perbankan di Indonesia 
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan 
kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat 
terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta dapat 
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 
stabil. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan Otoritas Jasa 
Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari 
sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik 
dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya di dalam 
mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum di 
dalam konstitusi Republik Indonesia. Selain dari hal tersebut, peran 
pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan yang dilakukan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan harus diarahkan untuk menciptakan efesiensi, 
persaingan yang sehat, perlindungan konsumen serta memelihara 
mekanisme pasar yang sehat. 
Latar belakang sektor jasa keuangan tersebut di atas yang semakin 
berkembang menyebabkan terjadinya proses globalisasi dalam sistem 
keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta 
inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat 
kompleks, dinamis dan saling terkait antara subsektor keuangan baik 
dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga 
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jasa keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi 
antar lembaga jasa keuangan. 
Lembaga yang memiliki otoritas melaksanakan fungsi pengaturan 
dan pengawasan sektor jasa keuangan harus memiliki independensi di 
dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan lembaga otoritas 
tersebut mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh 
entitas bisnis yang berpotensi dapat terjadinya benturan kepentingan 
pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah. Untuk itu, dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga pengatur dan sektor 
jasa keuangan, tentunya dalam koridor hukum yang juga menjamin bahwa 
independensi tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya. 
Independensi dari lembag pengatur dan pengawas sektor jasa 
keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi-
organisasi internasional yang membuat standar internasional di masing-
masing industri jasa keuangan, seperti Basel Care Prinsipil di bidang 
perbankan. Pada umumnya organisasi pembuat standar internasional 
(standar setter) tersebut menyatakan perlunyasecara operasional 
lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki 
independensi. 
Oleh karena itu, terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah 
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan., 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang 
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Penetapan Pemerintah Pengganti Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undangh-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
Tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga 
pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, 
dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan 
serta badan-badan lain yang menyelenggarakan dana pengelolahan biaya 
masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas 
adalah lembaga yang bersifat independen di dalam menjalankan tugas 
dan kedudukannya berada di luar pemerintah. 
Banyaknya permasalahan lintas sektor jasa keuangan yang 
meliputi tindakan moral hazar, belum optimalnya perlindungan konsumen 
jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin 
mendorong diperlukannya pembentukan lembag pengawasan di sektor 
jasa keuangan yang terintegrasi. 
Selain dari hal tersebut di atas, tujuan Otoritas Jasa Keuangan 
dibentuk berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di 
sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan 
akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen atau 
masyarakat. 
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Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan tugas Otoritas Jasa 
Keuangan memiliki kewenangan: 
a. Menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan ini; 
b. Memetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan; 
c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 
d. Menetapkan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa 
keuangan; 
e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 
f. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan 
perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak 
tertentu; 
g. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengelola statuter 
pada lembaga jasa keuangan; 
h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta 
mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan 
kewajiban; dan 
i. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengenaan 
pengaturan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 
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Selain dari hal tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia itu sendiri meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung.58 
Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan 
laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang di dalam ini dapat dilakukan 
terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak 
terafiliasi dari bank apabila diperlukan.59 Pemeriksaan terhadap bank 
dapat dilakukan baik secara berkala maupun setiap waktu apabila 
diperlukan.60 
Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama 
Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.61 Bank 
Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara 
sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut 
penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak 
pidana di bidang perbankan.62 Dalam hal keadaan suatu bank menurut 
penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang 
bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi 
kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank 
Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tentang perbankan yang berlaku.
63
 
                                                 
58 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
59 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
60 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
61 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
62 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
63 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
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Pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada 
Otoritas Jasa Keuangan di dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dimana tidak termasuk 
dalam tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan 
perizinan. Namun demikian di dalam penjelasan Pasal 34 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pengecualian 
(pembatasan) ini tidak diatur dan dinyatakan dalam pasal perubahannya, 
sehingga Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan dimana aspek pengaturan termasuk di dalamnya perizinan 
menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Jika dikaitkan dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka fungsi, 
tugas dan wewenang Bank Indonesia yang sebagaimana dimaksud di 
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, 
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, 
Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, 
Pasal 52, Pasal 53, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 Tentang Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang 
dari Otoritas Jasa Keuangan sejak beralihnya fungsi, tugas dan 
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wewenang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 
Jasa keuangan ini meliputi kewenangan pengawasan, pengaturan dan 
mengenai kesehatan bank: 
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank 
yang meliputi; 
1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan bank, 
pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, 
kepimilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, 
merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin 
usaha bank; dan 
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan 
dana, produk hibridasi, dan aktifitas di bidang jasa. 
b. Pengaturan dan pengawasan perbankan di bidang kesehatan 
bank adalah: 
1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 
kecukupan modal minimum, batas maksimum pembelian 
kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan perdagangan 
bank; 
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja 
bank; 
3. Sistem informasi debitur; 
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4. Pengujian kredit (credit testing); dan 
5. Standar akuntansi bank. 
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian 
bank, meliputi: 
1. Manajemen resiko; 
2. Tata kelola bank; 
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan 
perbankan. 
d. Pemeriksaan bank. 
Selain itu, kewenangan mengenai pemberian perintah tertulis 
beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagimana 
disebutkan di dalam Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta penetapan sanksi 
administrasi kepada bank dan pihak terafiliasi yang tidak memenuhi 
kewajibannya beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Demikian pula 
ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf 
hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan 
menengah, kerjasama yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia 
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dan pemerintah melalui bank umum juga beralih kepada Otoritas Jasa 
Keuangan. 
Selain peralihan kewenangan yang secara jelas diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
diatur pula hubungan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga 
mengingat terdapat beberapa masalah yang sangat signifikan terkait 
proses peralihan ini. Sebagaimana dianut oleh Bank Indonesia, Otoritas 
Jasa Keuangan juga merupakan lembaga yang independen dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak 
lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.64 
Pengecualian ini sekalipun, seharusnya tidak mengurangi independensi 
Otoritas Jasa Keuangan. 
 Pengawasan terhadap bank pada dasarnya dibangun atas tiga 
pilar: regulasi, monitoring dan sanksi. Jika dianalogikan sebagai manusia: 
regulasi itu adalah badan, monitoring itu sebagai kepala (akal, mata dan 
telinga), dan penegakan hukum (sanksi) menjadi hati nuraninya. Agar 
efektif, kondisi ketiga elemen yang terintegrasi tersebut harus senantiasa 
dipelihara agar sehat (sound) dan difungsikan secara tepat (proper). 
Sistem perbankan itu sendiri dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan 
yang bersendikan ketiga pilar tersebut. Jika salah satu pilarnya lemah 
atau kurang kukuh, maka dia akan mudah roboh dan mudah dimasuki 
                                                 
64 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
lxxii 
 
atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Keberhasilan sebagai lembaga pengawas bank tidak akan berjalan 
dengan sendirinya hanya dengan re-organisasi atau pemisahan fungsi 
pengawasan dari bank sentral. Keberhasilan itu merupakan produk yang 
dikembangkan dari suatu filosifi yang orientasi pasar yang fleksibel. Hanya 
dengan menjadi suatu lembaga yang berintegritas tinggi, dinamis, policy-
driven, berkemampuan riset yang kuat, forward looking, dan market 
friendly serta senantiasa belajar (learning organization) pada akhirnya 
akan berhasil melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh rakyat dan 
menjadi lembaga yang kompeten dan independen.65 
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan yang berkaitan dengan fungsi Otiritas Jasa Keuangan 
mengenai tugas kerja yang berhubungan dengan pengawasan dan 
pengaturan yang bersifat microprudential66. 
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru 
dianggap sebagai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan keuangan 
yang terfokus pada lembaga keuangan untuk menghindari penanganan 
yang tidak transparan terhadap pengelolahan dan permasalahan 
keuangan, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen 
                                                 
65 S. Batunanggar, 1999, Strategi Pengawasan Bank Yang Efektif di Indonesia, Institusi Bankir 
Indonesia, Edisi Nomor 78, Juli-Agustus 1999. 
66 Microprudential adalah analisis yang mengarah pada perkembangan dalam individu 
lembaga keuangan dan lebih menaruh pada menghindari problem individual lembaga untuk 
melindungi kepentingan deposan. Sumber: http://gagasanhukum.com/2013/02/11/bank-
indonesia-ojk-dan-basel-iii-bagian-i/  (Diakses 1 Januari 2014) 
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yang menjadi pengawas perbankan dan lembaga pembiayaan, 
menjadikan kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki Bank 
Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengawasan 
perbankan diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi kewenangan 
pengawasan, pengaturan dan mengenai kesehatan bank; 
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank 
yang meliputi: 
1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan bank, 
pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, 
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, 
merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin 
usaha bank; dan 
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan 
dana, produk hibridasi, dan aktifitas di bidang jasa. 
b. Pengaturan dan pengawasan perbankan di bidang kesehatan 
bank adalah; 
1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian 
kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan perdagangan 
bank; 
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja 
bank; 
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3. Sistem informasi debitor; 
4. Pengujian kredit (credit testing); dan 
5. Standar akuntansi bank. 
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian 
bank, meliputi: 
1. Manajemen resiko; 
2. Tata kelola bank; 
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan 
perbankan. 
d. Pemeriksaan bank. 
Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
sebelumnya adalah pengawasan universal yang bersifat 
macroprudential67 dan microprudential keberadaan Otoritas Jasa 
Keuangan adalah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan di 
bidang microprudential, pemisahan kewenangan ini bertujuan untuk 
semakin mengefesiensikan kinerja lembaga keuangan agar tidak terjadi 
benturan kepentingan, benturan kepentingan yang dimaksud adalah 
adanya penggabungan 2 (dua) fungsi yang berbeda di dalam satu 
                                                 
67 Macroprudential memfokuskan analisisnya pada sistem keuangan secara menyeluruh yaitu 
dengan memperhatikan yang terjadi di balik suatu kejadian, baik yang diakibatkan oleh faktor 
internal maupun faktor eksternal. Analisis macroprudential belum menjadi macroprudential 
supervision sebelum hasil analisis tersebut disebut dengan soft law atau soft macroprudential 
supervision. Tujuan dasar macroprudential supervision mengembangkan pendekatan supervisi 
yang difokuskan pada stabilitas sistem keuangan. Secara lebih praktis, macroprudential 
supervision melibatkan kegiatan monitoring resiko sistemik dan segera merancang langkah 
pengawasan yang diperlukan untuk mengurangi atau mengatasi resiko sistemik tersebut. 
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lembaga merupakan suatu pengalaman dan kenyataan yang terjadi di 
beberapa negara saat ini, misalnya pengaturan pengawasan yang 
dilaksanakan bank sentral yang sekaligus berperan sebagai otoritas 
moneter. Benturan kepentingan yang dimaksud mengakibatkan 
berkurangnya efektifitas pengaturan dan pengawasan perbankan yang 
seharusnya lebih menekankan pada pendekatan prudensial. 
Penggunaan instrumen-instrumen moneter berupa likuiditas untuk 
menyehatkan kondisi bank yang diawasinya cenderung lebih dipilih oleh 
bank sentral daripada menggunakan pengaturan dan pengawasan yang 
mengedepankan peraturan kehati-hatian (prudential regulator). Hal ini 
dilakukan karena bank sentral ingin menutupi potensi kegagalannya 
dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap bank yang 
bersangkutan yang mendorong digunakannya instrumen moneter (lender 
of last resort) yang pada dasarnya tidak menyelesaikan inti kelemahan 
bank sebagai akibat pelanggaran terhadap prudential regulator. Adanya 
benturan kepentingan antara bank sentral sebagai otoritas moneter dan 
bank sentral sebagai pengawas perbankan inilah yang perlu dihindari 
dangan cara memisahkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral yang 
fungsi utamanya adalah otoritas moneter. 
 
 
B. Hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia 
Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia 
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Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, 
Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam 
membuat pengaturan pengawasan perbankan antara lain: 
a. Kewajiban modal minimum bank; 
b. Sistem informasi perbankan yang terpadu; 
c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana 
valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri; 
d. Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank 
lainnya; 
e. Penentuan posisi bank yang masuk kategori systematically 
important bank; dan 
f. Dana lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan 
informasi. 
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga otoritas yang 
dibentuk dari integrasi dua lembaga, yaitu Direktorat Pengatur dan 
Pengawas Perbankan Bank Indonesia dan Bapepam LK Kementerian 
Keuangan yang menghadapi beberapa persoalan teknis di dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai akibat dari peralihan 
kewenangan dari lembaga yang lama. Selain kendala kelambatan waktu, 
efektifitas lembaga dan cakupan wilayah kerja, Otoritas Jasa Keuangan 
menghadapi permasalahan dalam mencapai model integrasi yang optimal 
karena peran dan kepentingan masing-masing cenderung berbeda yaitu 
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antara prinsip prudensial pada perbankan dan lembaga keuangan serta 
disclosure pada pasar modal. 
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah tampak adanya kesadaran 
preventif dari pembentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan terhadap masalah keterkaitan kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan dengan beberapa otoritas lain seperti otoritas 
moneter dan otoritas fiskal. Hal tersebut tergambar antara lain dari struktur 
dan unsur kelembagaan yang di mana secara kelembagaan Otoritas Jasa 
Keuangan berada di luar pemerintah dan tidak menjadi bagian dari 
kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya 
unsur-unsur perwakilan pemerintah. Pada hakekatnya, Otoritas Jasa 
Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki 
relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas yang lain, yaitu di dalam 
hal otoritas moneter dan fiskal. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan 
keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara ex-officio. 
Keberadaan ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, 
kerjasama dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter dan sektor 
jasa keuangan. Keberadaan ex-officio juga diperlukan guna memastikan 
terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan 
kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran 
informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistyem 
keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan harmonisasi 
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kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian 
dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi 
secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.68 
Dalam hal koordinasi makro, penambahan lembaga baru ini akan 
menambah jumlah anggota di dalam forum pengambil kebijakan, 
khususnya di saat krisis. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan 
Komite Koordinasi (KK) yang merupakan forum pengambil keputusan di 
saat krisis yang sebelumnya hanya terdiri dari Bank Indonesia, 
Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan 
bertambah dengan masuknya Otoritas Jasa Keuangan hingga menjadi 
Forom Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Penambahan 
anggota forum ini memiliki konsekuensi alotnya koordinasi disaat-saat 
genting atau di saat krisis. Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan 
mengawasi lembaga keuangan di dalam Otoritas Jasa Keuangan 
diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama (the same level 
playing field) bagi seluruh sektor jasa keuangan. Penyatuan itu sekaligus 
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi 
antar lembaga.69 
Sebagaimana diketahui bahwa Bank Indonesia saat ini berperan 
sebagai pengawas perbankan sekaligus sebagai regulator di bidang 
moneter. Dengan struktur yang ada saat ini, Bank Indonesia berperan aktif 
                                                 
68 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
69 Anggito Abimanyu, 2012, Tantangan OJK, Rimgkasan Makalah yang disampaikan kepada 
Pansel OJK, ditulis Tanggal 08 April 2012, update 24 April 2012. 
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di dalam dua hal sekaligus, yaitu macro-prudential supervision dan micro-
prudential supervision. Macroprudential sipervision merupakan kewajiban 
untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas lembaga keuangan 
khususnya perbankan, yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan 
pada sistem keuangan atau perekonomian. Di sisi lain, microprudential 
supervision merupakan kewajiban untuk melakukan pengawsan terhadap 
lembaga keuangan khususnya perbankan, dengan tujuan untuk menjaga 
timgkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Jika peran 
pengawasan sistem keuangan diberikan sepenuhnya kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sementara regulator moneter diemban oleh Bank 
Indonesia, maka akan muncul beberapa permasalahan, antara lain:70 
a. Kemampuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru 
dengan kewenangan super power di sektor jasa keuangan 
membutuhkan penyesuaian yang tidak sebentar; 
b. Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia 
cenderung akan sub-optimal, karena masing-masing lembaga 
cenderung untuk fokus kepada tugas pokok fungsi masing-
masing lembaga cenderung bertentangan; 
c. Lemahnya koordinasi dan pertukaran informasi antara Otoritas 
Jasa Keuangan dan Bank Indonesia akan mengakibatkan 
kerentangan ekonomi Indonesia terhadap krisis ekonomi, baik 
                                                 
70 Tim Kerja Sama Penelitian FEB UGM & UI, 2010, Alternatif Struktur OJK yang Optimum, 
Kajian Akademik, Draft III, 23 Agustus 2010, hlm. 4.  
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yang disebabkan oleh krisis moneter maupun krisis sistem 
keuangan; 
d. Fungsi lender of the last resort dari Bank Indonesia tidak akan 
optimal selama Bank Indonesia tidak memiliki informasi yang 
memadai tentang kondisi sistem keuangan di tingkat lembaga 
keuangan individual. 
Hubungan kelembagaan anatar Otoritas Jasa Keuangan dengan 
Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di dalam 
konteks pengawasan terhadap sektor perbankan diatur di dalam bab 
tersendiri yaitu pada Bab X Tentang Hubungan Kelembagaan dan 
terdapat pula beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang pada akhirnya 
mengatur konsep hubungan kelembagaan terutama antara Otoritas Jasa 
Keuangan dan Bank Indonesia. 
Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa catatan kritis atas 
pengaturan hubungan kelembagaan antar kedua institusi tersebut, yaitu 
kekhawatiran kehadiran Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil fungsi 
pengawasan Bank Indonesia yang secara tidak langsung akan 
bersinggungan dengan fungsi pengawasan (macroprudential). 
Kekhawatiran Otoritas Jasa Keuangan apakah sudah benar-benar 
merupakan kebutuhan atau justru hanya merupakan euforia karena 
trauma masa lalu sebagai dampak dari krisis perbankan yang 
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berkepanjangan yang satu diantaranya karena tidak optimalnya fungsi 
pengawasan Bank Indonesia.71 
Mengenai hal tersebut bahwa dari kekhawatiran ini coba dijawab 
melalui penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa “Pengaturan 
dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-
hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan 
pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas 
Jasa Keuangan. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan 
macroprudential yaitu pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur 
di dalam pasal tersebut merupakan tugas dan wewenang dari Bank 
Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, 
Otoritas Jasa Keuangan membantu Bank Indonesia untuk melakukan 
himbauan moral (moral situation) kepada perbankan”. 
Dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan, 
ketentuan ini kurang tepat jika dimasukkan sebagai penjelasan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 21 Tahunm 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, mengingat ketentuan penjelasan tersebut mengandung norma 
yaitu norma kewenangan. Ketentuan penjelasan tersebut sangat jelas 
merupakan norma pembagian kewenangan antara Otoritas Jasa 
Keuangan dengan Bank Indonesia. Demikian juga masih tersisa 
                                                 
71 Nindyo Pramono, 2010, Implikasi Landasan Hukum: Independensi dan Posisi Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia sebagai Bank 
Sentral RI, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8, Nomor 3, September 2010. 
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persoalan karena tidak ada pembagian kategori yang jelas dari lingkup 
microprudential dan macroprudential. Seharusnya Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan ketentuan 
yang jelas mengingat jika dirujuk pada teori dan praktek, terdapat pula 
cakupan yang lintas kategori atau bahkan beririsan antara yang 
microprudential dan macroprudential. Belum ada pengaturan yang jelas 
mengenai hal tersebut apakah dikerjasamakan atau dikoordinasikan. 
Begitupun dalam pasal kerjasama dan koordinasi masih tidak ada 
kejelasan seperti apa kewenangan macroprudential Bank Indonesia. 
Ketiadaan kejelasan ini dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan 
berakibat pada arah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan dan undang-undang perubahan tentang Bank 
Indonesia, dan justru akan menimbulkan tumapng tindih seperti 
kekhawatiran banyak pihak. Bahkan konstalasi politik pada saat 
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan bisa jadi lebih menentukan daripada konsistensi 
dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. 
Masalah penafsiran ini dipicu dengan pemaknaan yang berbeda 
dari prnjrlasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “Adapun lingkup pengaturan dan 
pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain 
hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank 
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Indonesia”. Frasa “selain hal yang diatur dalam pasal ini”, memberikan 
kewenangan yang sangat luas dan tidak terbatas kepada Bank Indonesia 
terkait dengan kewenangan pengawasan terhadap sektor perbankan. 
Selama bentuk pengawasan ini dapat dikategorikan sebagai pengawasan 
macroprudential, yang sekali lagi secara praktek dan teori tidak terdapat 
kesamaan persepsi tentang hal tersebut,, membuat ketentuan penjelasan 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan menjadi satu masalah tersendiri. Terlebih, ada bentuk kegiatan 
perbankan yang dinyatakan merupakan bagian pengawasan 
microprudential dan macroprudential secara bersamaan atau beririsan. 
Terkait koordinasi kelembagaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa 
dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi 
dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang 
perbankan, antara lain: 
a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank; 
b. Sistem informasi perbankan yang terpadu; 
c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana 
dari valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri; 
d. Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank 
lainnya; 
e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically 
important bank; dan 
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f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan 
informasi. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan mengamanatkan tentang tata cara koordinasi antara Otoritas 
Jasa Keuangan dan Bank Indonesia diatur bersamaan oleh kedua institusi 
tersebut. Lebih lanjut, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa 
penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan sehingga dalam hal Bank Indonesia 
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam lingkup 
macroprudential memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. 
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank 
tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih 
dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
Demikian pula dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan 
bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan 
semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan 
ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan 
kewenangan Bank Indonesia.72 Ketentuan ini diperjelas dengan 
                                                 
72 Selengkapnya bunyi Pasal 40 dan 41 sebagai berikut: Pasal 40 (1) Dalam hal Bank Indonesia 
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank 
tertentu, Bank Indonesia dapat melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut 
dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. (2) Dalam 
melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak 
dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. (3) Laporan hasil pemeriksaan 
bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaiakan pada OJK paling lama 1 (satu) bulan 
sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. Pasal 41: (1) OJK menginformasikan kepada 
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penjelasan pasal dimaksud yang menyatakan bahwa pada dasarnya 
wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang Otoritas Jasa 
Keuangan. Namun, dalam hal  Bank Indonesia melaksanakan fungsi, 
tugas dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan 
pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara 
langsung terhadap bank tertentu yang masuk systemically important bank 
dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di 
bidang macroprudential. Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh 
Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit 
memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme 
pemeriksaan. 
Menutur Tri Herdianto73 (Kepala Divisi Pengaturan dan Kebijakan 
Konsumen Otoritas Jasa Keuangan) dalam wawancaranya dengan 
penulis di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta menyatakan 
bahwa fungsi pengawasan mengenai sektor jasa keuangan secara 
keseluruhan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan tersebut berkaitan 
dengan microprudential sedangkan kewenangan yang berkaitan dengan 
macroprudential itu tetap berada pada kewenangan Bank Indonesia. Tri 
Herdianto menambahkan bahwa hubungan kewenangan Otoritas Jasa 
                                                                                                                                     
Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan 
oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal OJK 
mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan 
semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-
langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. 
73 Tri Herdianto, Kepala Divisi Pengaturan dan Kebijakan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 
Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan, 08 Januari 2014. 
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Keuangan itu tidak terlepas dari kaitan kewenangan microprudential 
terhadap kewenangan macroprudential oleh Bank Indonesia. Fungsi 
koordinasinya pun itu sudah diatur di dalam Bagian Kedua Protokol 
Koordinasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan74. 
Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada hakekatnya mengandung norma 
pengaturan yang menguatkan norma pada pasal tersebut, kembali pada 
masalah terhadap pembentukan undang-undang terhadap fakta bahwa 
akan terjadi benturan, irisan dan tumpang tindih kewenangan pengawasan 
sektor perbankan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan otoritas moneter 
yaitu Bank Indonesia sehingga setelah membuka peran Bank Indonesia 
dalam hal pemeriksaan langsung terhadap bank terkait dengan 
systemically important banking dan/atau bank lain dalam lingkup 
macroprudential, ditegaskan pada bagian awal bahwa “pada dasarnya 
wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang Otoritas Jasa 
Keuangan”. 
Sebagaimana Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan 
fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu 
dengan Otoritas Jasa Keuangan.75 Pada dasarnya wewenang 
                                                 
74 Lihat Bagian Kedua Protokol Koordinasi Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
75 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 
Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, 
tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, 
dan kejahatan di sektor perbankan. Berbeda dengan irisan otoritas 
moneter, terkait singgungan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan cakupan 
kewenangan pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) dengan cakupan yang jelas dan limitatif. 
Amanat yang juga sangat penting dari Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah kewajiban 
membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara 
terintegrasi oleh ketiga institusi pengawas sektor perbankan tersebut 
(Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin 
Simpanan), meskipun dalam prinsipnya Otoritas Jasa Keuangan yang 
seharusnya membangun, memelihara dan mengembangkan sistem 
imformasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang dimaksud 
dengan sarana pertukaran informasi secara terintegrasi adalah bahwa 
sistem yang dibangun oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saling terhubung satu sama lain, 
sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses 
informasi perbankan yabg dibutuhkan setiap saat (timely basis). Informasi 
tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan 
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keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh 
Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau oleh Otoritas 
Jasa Keuangan, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan 
mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk menjaga stabilitas 
sistem keuangan, ketiga lembaga pengawas ini juga membentuk suatu 
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang protokol 
koordinasinya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian ketentuan 
mengenai protokol koordinasi hanya berlaku sampai dengan 
diundangkannya undang-undang mengenai Jaring Pengaman Sistem 
Keuangan (JPSK).76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah: 
1. Mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur di dalam 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 
Jasa Keuangan yang meliputi kewenangan pengawasan, 
pengaturan dan mengenai kesehatan bank. Selain itu, kewenangan 
mengenai pemberian perintah tertulis beralih dari Bank Indonesia 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan di dalam 
Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan serta penetapan sanksi administrasi 
kepada bank dan pihak terafiliasi dan tidak memenuhi kewajibannya 
beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Demikian 
pula Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan, untuk menunjang pelaksanaan program 
peningkatan taraf hidup rakyat banyak melaliui pemberdayaan 
koperasi, usaha kecil dan menengah, kerjasama yang sebelumnya 
dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah melalui bank 
umum juga beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan 
terhadap bank pada dasarnya dibangun atas tiga pilar: regulasi, 
monitoring dan sanksi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 
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Taahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai 
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan fungsi 
Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas kerja yang berhubungan 
dengan pengawasan dan pengaturan yang bersifat micropridential. 
2. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga otoritas yang dibentuk 
dari dua lembaga, yaitu Direktorat Pengatur dan Pengawas 
Perbankan Bank Indonesia dan Bapepam LK Kementerian 
Keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan 
harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus 
merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-
lembaga negara dan pemerintahan terutama oleh Bank Indonesia. 
Sebagaimana peran pengawasan sistem keuangan diberikan 
sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sementara regulator 
moneter diemban oleh Bank Indonesia. Hubungan kelembagaan 
antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia diatur di 
dalam bab tersendiri yaitu Bab X Tentang Hubungan Kelembagaan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, terdapat pula beberapa pasal lain dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 
yang pada akhirnya mengatur konsep hubungan kelembagaan 
terutama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia. 
B. Saran 
xci 
 
Saran penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, 
pengawasan terhadap pelayanan dan pengaduan masyarakat 
semakin preventif sehingga kasus seperti Bank Century tidak 
terulang lagi dengan adanya lembaga pengawas yang terintegrasi 
dan kedepannya Otoritas Jasa Keuangan ini lebih aktif lagi dalam 
melakukan sosialisasi yang luas sehingga eksistensi dari Otoritas 
Jasa Keuangan sebagai lembaga yang baru didirikan dapat 
diketahui oleh kalangan masyarakat umum baik secara struktur, 
fungsi dan peranan sehingga Otoritas Jasa Keuangan bisa lebih 
dikenali secara luas bukan hanya pada kalangan tertentu saja. 
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru masih butuh pada 
penyesuaian terhadap kinerja lembaga ini, independensi dan 
profesionalitas Otoritas Jasa Keuangan harus bersifat konsisten. 
Pengisian keanggotaan Dewan Komisioner yang berasal dari Bank 
Indonesia, hendaknya tidak menjadi perpanjangan tangan dari pihak 
lain melainkan dijadikan pertukaran informasi menjadi lebih efisien 
dan tertib. 
 
 
